EEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1113 TAHUN 2016
TENTANG

PENERBITAN KEFUTUSAN PENGCGANTI IZIN PENDIRIAN /OPERASIONAL

Menimbang

Mengingat

MADRASAH IBTIDATYAH AL MUSTOFA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

H

bahwa seliap madrasah wajib memiliki izin
pendirian foperasional madrasah sebagai legalitas  formal
terhadap eksistensi lembaga pendidikan tersebul;

bahwa sehubungan dengan adanya suret Yayasan Pendidilan
Islam Al Mustofa nomor ML 10.03/KP.01/65/IX/2016 Tanggal
01 Sepetember 2016 perihal Permohonan Penerbitan Surat
Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang
ates Madrasah Ibbdaiyah Al Mustofa yang dinyatakan hilang
berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan
Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Bojongpicung
nomor : STPLKB/434/VII/2016/Sektor Tanggal 31 Agustus
2016;

bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cianjur Nomer : B-7011/Kk 10.03/2/PP.O0/IX/2016
tangegal 13 Sepetember 2016 perihal Penerbitan Surat
Eeputusan Pengganti lzin Pendirian Madrasah Swasia Karena
Hilang atas nama Madmssh I[btidaiyvah Al Mustofa perlu
diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam
pengelolaan pendidikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagsimana dimaksud
dalamn huruf a, huruf b, dan humf ¢, perlu menelapkan
Eeputusan Menterl Agama tentang Penerbitan Eeputusan
Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al
Mustola;

. Undang-Undang Nomeor 20 Tshun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301)7

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebapgaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomeor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemernniah Nomer 19 Tehun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republikk Indonegia Nomor 5670);



Menetaplan

KESATU

=

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanasn
Pendidikan |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonecsia
Momor 4564);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 23, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telagh
dinbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyclenggaraan Pendidilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tshun 2007
tentang Standar Sarana dam Prasarana Unmk Sclolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sckolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Alivah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar Pelayanan  Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayasn Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidiksn Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten fKota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tebun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382} scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyclenggaran Pendidikan Madrazah;

8. KEeputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah,
Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah
Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan
Dolamen [zin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG FENEREITAN EKEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL
MUSTOFA.

Memberikan Keputusan Pengganti lzin  Pendirian/Operasional
Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Keputusan ini.
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KEDUA : Pemberian izn pendiran/operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang
bersanglutan melakukan peclanggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
KETIGA 1 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetaplean di Bandung
pada tanggal 19 Desember 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
T P EEPALA KEANTOR WILAYAH

i KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
EOMOR 1113 TAHUN 2016

TENTANG

PENEREBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /
OPERASIONAL MADRASAH IBETIDAIYAH AL MUSTOFA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN EEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN /OFERASIONAL

[

Nama Madrasah

l Madrasah Ibtidaivah Al Mustofa

2 | Nomor Statistik Madrasah 111232030122
3 | Alamet Madrasah | Kp. Levweungkalong RT.01.RW.010
Desa Ramasari
Eecamatan Haurwangi
Kabupaten Clanjur
Provinsi Jawa Barat
4 | Nama Organisasi Penyclenggara Yayazan Pendidikan Islam Al Mustofa
5 | Akte Notaris Organisasi Yani Jamiatasyarifah, SH. M.kn
Penyelenggara Mo.37 Tanggal 27 April 2016
& | Penpesahan Alite Notaris AHU-0022835 AH 01.04.Tahun 2016

Organisasi Penyelenggara

Tanggal 29 April 2016

AN.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
EEPALA EANTOR WILAYAH

= HEMENTERIAN AGAMA




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : 0311/SKP-10/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Al Mustofa
Alamat »  Kp. Leuweungkalong RT.01.RW.010
Desa : Ramasari

Kecamatan : Haurwangi

Kabupaten :  Cianjur

Provinsi : Jawa Barat

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Al Mustofa

Akte Notaris Penyelenggara : YaniJamiatusyarifah, SH. M kn
No.37 Tanggal 27 April 2016

Pengesahan Akte Notaris - AHU-0022835 AH.01.04.Tahun 2016
Tanggal 29 April 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM]:

!111232{]301[2

Bandung, 19 Desember 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK
5~ INDONESIA
T4 KEPALA KANTOR WILAYAH
MENTERIAN AGAMA

X B VINSI JAWA BARAT,
|




